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PRAKATA

Salah satu fungsi bank yang utama adalah kegiatan
penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam
bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat
deposito dan bentuk lain yang dipersamapakan dengan itu.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menghimpun
dana dari masyarakat, kalangan perbankan menempuh
berbagai kegijakan dengan menawarkan dan memberikan
berbagai falisitas, insentif dan hadiah lainnya kepada
masyarakat sebagai calon nasabah deposan, yang dalam
kebijakan mana sering tidak memperhatikan aspek-aspek

hukum dalam kegiatan usahanya tersebut.

Ternyata, baik kalangan perbankan maupun nasabah
deposan, tidak banyak yang mengetahui aspek hukum dari
setiap transaksi perbankan yang dilakukan, khususnya
mengetahui bentuk hubungan hukum yang terjadi antara bank
dengan nasabah deposan. Di lain pihak, secara khusus, tidak
ditemukan adanya aturan perundang-undangan yang
mengatur hubungan hukum dimaksud. Akibatnya, manakala
suatu bank mengalami kegagalan (failure) dan tidak mampu
untuk melangsungkan kegiatan usahanya, para nasabah

deposan sering merasa dirugikan karena mereka tidak



mengetahui perlindungan hukum yang bagaimana yang

mereka perlukan.

Dalam kerangka pemikiran diatas, penulisan buku ini
akan membahas secara komprehensip berbagai aspek hukum
yang berkaitan dengan transaksi perbankan tersebut,
khususnya untuk mengetahui perlindungan hukum yang
diberikan kepada nasabali deposan dengan judul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DEPOSAN DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN
DANA”.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian

buku ini sebagai hasil penelitian penulis.

Jakarta, Desember 2023

Hulman Panjaitan
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Secara sederhana, kegiatan usaha bank dapat

ikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana dari

wusyarakat dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

egiatan penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk

an, simpanan dan kegiatan lain yang dapat

amakan dengan itu, sedangkan kegiatan penyaluran

dilakukan melalui pemberian kredit kepada masyarakat.

bungan dengan usaha bank tersebut, maka jenis nasabah
transaksi perbankan dapat dikelompokkan menjadi
ah penyimpan ! (nasabah deposan atau nasabah kreditur)
‘nasabah debitur atau nasabah peminjam.>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik kegiatan
impunan dana dari masyarakat maupun kegiatan
nluran dana kepada masyarakat tidak terlepas dari adanya
ko, yang dapat merugikan para pihak, baik bank maupun
bah deposan, karenanya perlu pengaturan tentang
indungan  hukum bagi para pihak. Untuk dapat
emukan pengaturan tentang perlindungan hukum yang

! Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
bersangkutan (Pasal 1 angka 17) UU No. 10 Tahun 1998 tentang
buhan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

! Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
N itu  berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
npkutan (Pasal 1 angka 18 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
UL No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan),



